BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 37
TAHUN 2012 TENTANG BENTUK ISI FORMULIR, KLASIFIKASI PENETAPAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa bentuk isi formulir, klasifikasi penetapan
nilai jual objek pajak dan ketetapan terendah pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir,
Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan
Ketetapan Terendah Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai
Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian
terhadap ketetapan terendah yang tercantum
dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak
bumi dan  bangunan, sehingga ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37
Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir,
Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan
Ketetapan Terendah Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;



Mengingat

Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan
ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No 4740);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor
17);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan
Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2013 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012
tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan
Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2012 Nomor 37) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi
Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek
Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANDUNG NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG BENTUK
ISI FORMULIR, KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL
OBJEK PAJAK DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal l

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Bandung
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir,
Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan
Ketetapan Terendah Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2012 Nomor 37) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi
Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2015 Nomor 8) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:



Pasal 7

Ketetapan terendah sebagaimana tercantum dalam SPPT
PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

A. TISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740717 199803 1 003



